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NOMOR 10 TAIY /0300

TENTANG
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M.mumbang : a,

Mengingat

10.

P ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

bahwa dengan semakin pesainya perkembangan tugas pemerintahan dan
panbapgunan  dibidang  Pekerjan Umum, maka untuk kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan se. berdaya guna dan berhasil guna
Jipandang perlu melakukan pemeke n Diwnas Pekerjaan Umum Kabupaten
Aceh Simghal

be wa untuk maksud tersebut, perlu ¢ ~*apkan dalam suatu Peraturan Daerah

L: .ang-undang Nomor 11 Tahun 1& ., lentang Pengaran (Lembaran Nepara
7 10 1974 Nomor 65, Tambahan L¢mbaran Negara Nomor 3046),

Un. .g-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3046),
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumeahan dan Pemukiman
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3469),

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor {15, Tambahan Lembaran Negara Nomeor 3501},
Undeng-undang Nomor 14 Tahun 1999, lentang Pembentukan Kabupaten
[aerah Tingkat 1 Aceh Singkil,

lang-undang Nomor 22 Tatun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
sbaran Negara Tzhun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nepara
. cor 3037);

Po turan Pemerintah Womor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air
(Lv. naran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3225),

Perawran Pemerinteh Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara
Tzhun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293),

Peraturan Pemerintsh Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebazan
Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lemoarzn
WJegara Tehun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3333
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d . owan Perwakisn Wacyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kubupnten Aceh Singk

e.  Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekenaan Umum Pengairan
Kabupaten Aceh Singkil

f. Kepala Dinas adalsh Kepals Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh
Smpgkil, )

BABII =
PEMBENTUKAN g
Dengan Peraran Daerah ini dibentuk Dinas Pekegaan- M Pengairan
Kabu~aten Aceh Singkil, )

BAB I
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

(1} Dinas Pekerjean Umum Pengsiren adalsh unsur peleksana Pemerintah
Daerah di Bidang Pengairan

(2). Dinas Pekerjaan-Unmam Pengairan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupat,

Pasal 4

Dinas Pekerjaan -Umum Penggiran mempunyai tugas roenyelenggarakan sebagian
urusan rumeh tanggs Daerah dan tugas pembantuan diberikan cleh Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Daerah Propinsi di bidang Pengairan.

Pasal 5

Unhik menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas

PekerjzanUmunt Pengairan mempunyai fungsi :

4. Perunusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan,
pembinaan, pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan kebijaksanaan
yang ditetapkan Bupati,

b DPengawasan dan pengendaliar tcl: s dibidang Pergairan sesuzi dengan
+ .0}jaksanaan yang ditetapkan oleh Bup 1i Pengglolaan Tata Usaha Dinas

¢ ‘engelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan organisasi Dinas Peleerjaan Usvam Pengairan terdini dari :
a  Kepala Dinas,
b. BSub Bagian Tata Usaha.
¢. Seksi Pembangunan
d. BSeksi Operasi dan Pemeliharaan
Seksi Bina Manfaat



11. Peraturan Pemenntah Nomcr 27 Tzhun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran
Air (Lembaran Negara Tahun :5%0 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3409),

12, Peraturan Pemenntah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 35, Tambakan Lembaran Negara Nomor 3441),

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara
Tahun 1991 Nomor 44, Tambarzn Lembaran Negara Nomor 3445),

14, Peraturan Pemerintah Nomor 45 . .=un 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi

1472 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487),

15. K. utusan Presiden Nomor <4 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi
L. uvtemen;

16. Ke; .usan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi
Departemen, sebagaimana telah ciubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 58 Tahun 1994;

17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan
Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada
Pemerintah Daerah;

18.  Peranturan Menteri Pekerjaan Umumn Nomor 58/PRT/1991 tentang Pelaksanaan
Penyerahaan Sebagian Urusan Pererintahan di Bidang Pekerjaan Umum
Kepada Pemerintah Tingkat I dan Pemcrintah Tingkat I,

19. Peranturan  Menteri Pekerjaan T.mum  Nomor 58/PRT/1991 tentang
Punyelenggaraan Pembinaan Tekmis ¢:.. Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan
Ur~uam Kepada Dinas Pekerjaan Umur:, .

20. K';utusan Menteri Dalam Negeri ‘>mor 39 Tahun 1992 tentang Pola
Orginisasi Dinas Daerah;

21, Keputusan Menteri Dalam Negeri Ncmsr 92 Tahun 1992 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Dalam Neger;

22, Keputusan Menteri Dalam Neger:1 Nomor 97 Tahun 1993 tentang Organisasi
Pemerintah Daerahdan Wilayah;

23.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAY PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERA :{1'RAN DAERAH ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUN.AN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJFAAN [) bl
UMUM PENGAIRAN ACEH SINGKI L, b
BABI1
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.

b. 7 merintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.
¢. .. -zutKepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil '



f. CabangDinas.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan--Ummum Pengairan adalah
sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini

Paragraf Satu
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Uaglan Tata Usaha mempunyal tugas melaksanakan urusan Umum,
kepegawaian, Keuangan, Peralatan dan Perlengkapan

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada Pasal 6, Sub Bagian Tata

Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Anggaran Dinas, pr . am dan nelaporan serta Ketatalaksanaan

b. Pengelolaan administrasi kepegawai:- keuangan, peralatan, perlengkapan
dan perbekalan rumah tanggs perjusunan pedoman dokumentasi dan
Lipustakaan.

c. ¢ ~vajian data dan informasi, - sungan masyarakat, evaluasi dan
i nvelenggaraan inventarisasi.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dad :
a. Urusan Umum.

b. Urusan Kepegawaian

¢. Urusan Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 10

(1.7 - san Umum mempunyai tugas m:laksanakan surat menywat, Kearsipan,
«-pedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas,
i+ alatan dan perlengkapan kantor serta administrasi keuangan..

(2). Liusan Kepegawaian mempunyai  tugas melaksanakan  pengolahan
adrainistrasi Kepegawaian, menyusun pedoman dan petujuk ketatalaksanaan,
pengurusan dokumentasi dan kepustakaan, menyajikan data dan informasi
serta hubungan masyarakat.

(3). Urusan Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas menyusun rencana
kebutuhan barang dan peralatan, melaksanakan tata usaha barang, pengadaan,
pembinaan penggunaan, penggudangan, pemeliharaan, dislokasi dan distribusi
barang dan peralatan, penghapusan peralatan, serta pelaksanaan inventarisasi.



Paragraf Dua
Seksi Pembangunan
Pasal 11

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dibidang pembangunan pengairan.

Pasal 12

Uni.. menyelenggarakan tugas sebaga:mana dimaksud pada Pasal 10, Seksi

Pemb: punan mempunyai fungsi :

a.  Melaksanakan survey, penelitian da- pemetaan, rencana teknis dan program
pelaksanaan..

b.  Melaksanakan  pengawasan,  pengendalian,  kegiatan  pembangunan,
peningkatan dan rehabilitasi serta pembangunan jaringan irigasi , sungal,
rawa dan pantai.

c.  Pemantauan dan evaluasi dampak serta manfaat pembangunan pengairan.

Pasal 13

Scl . Pembangunan terdiri dar :

a. . .b Seksi Perencanaan Tekmnis.

b. b Seksi Pembangunan dan Peningkaic...
c. S0 Sekst Rehabilitasi.

Pasal 14

(1). Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan survey,
pemetaan, perencanaan teknis, penelitian dan penyelidikan, studi kelayakan
dan amdal, pemantauan dan evaluasi dampak serta manfaat pembangunan
pengairan.

(7). Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan  pengawasan,  pengendalian dan  pelaksanaan  kegiatan
_>mbangunan, peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi, sungai, rawa
2rta pantai.

(3* b Seksi Rehabilitasi mempunye: tugas menyusun program pelaksanaan,
‘2nyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan
:.giatan perbaikan jaringan irigasi, surngai, rawa serta pantai.

Paragraf Tiga
Seksi Operasi dan Pemeliharaan
Pasal 15

Seksi Operasi dan Pemeliharaan me:: inyal tugas melaksanakan sebaglan tugas
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan ‘“.ceh Singkil di bidang operasi dan
pemeliharaan.

Pasal 16

Uk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Sexs:
Opurasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :



a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan  pelaksanaan
kegiatan operasi serta pemeliharaan pengairan

b. Melaksanakan pengumpulan data dan penelitian penggunaan air, sumber ar

scrta inventarisasi bangunan pengairan

Pcnpelolaan hidrologi dan pengendalian kuaditas air,

Pu. clolaan penerapan IPAIR,

e. DI lsanaan penanggulangan akibat bencana alam

oo

Pasal 17

Seksi Cperasi dan Pemeliharaan terdiri dar; ;
a. Sub Seksi Operasi

b Sub Seksi Pemeliharaan

¢ Sub Seksi [PAIR.

Pasal 18

(I} Sub Seksi Operasi mempunyai tugas melaksanakan pemyusunan pedotan
do~ tatlaksana, penelitian dibidang operasi, hidrologi dan hidrometri,
.+ ngawasan dan pengendalian kualitas air dan sumber air, kegiatan operasi,
L 2 taman serta menyiapkan bahan kegiatan Panitia Pengairan

(2) ' 5 Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan péeTencanaan
teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan
pemeltharaan pengairan, inventarisasi kondisi bangunan pengairan serta
penanggulangan akibat bencana alam.

(3). Sub Seksi [PAIR mempunyai tugas melaksanakan program, pendataan dan
dokumentasi, inventarisasi serta pengelolaan penerapan IPATR.

Paragraf Empat
Seksi Blna Manfaat
Pasal 19

Seks' "'ina Manfaal mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Peke:ja.:a Umum Pengairan Daerah dibideng pumanfaatan pengairan

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Seksi Bina

Manfaat mempurtyai fungsi :

a, Melaksanakan pembinsan, pengawasan dan pengendahan pembangurnan,
peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tansh serta
Janngan tersier.

b Pengelolaan penzinan pengawasan air dan sumber air serta rekomendasi
perianan penambangan bahan galtian Golongan C pada alur sungai

¢. Pecmbinaan, latihan dan penyuluhan pengairan, pemantauan dan evaluasi serta
¢a~nak pembangunan pengairan.

Pasal 21

Seksi . 1 Manfaat terdin dan :
a  Sub Seksi Pengairan Pedesaan;



b. Sub Seksi Perizinan,
c. Sub Seksi Penyuluhan.
Pasal 22

(1). 5ub Seksi Pengairan Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan
“knis, pembinaan,  pengawasan, pengendahan dan  pelaksanaan
p-mbangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/irigasi pedesaan,
irigasi air tanah serta jaringan tersier.

(2). Sub Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan  pendataan,
dokumentasi, inventarisasi, perizinan dan pengawasan penggunaan air
permukaan dan sumber air, rekomendasi perizinan serta pengawasan
penambangan bahan galian Golongan C poda alur sungai.

(3). Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
pelatihan dan penyuluhan pengairan terhadap para pengelola serta pemanfaat
pangairan.

Paragraf Lima
Cabang Dinas
Pasal 23

(1). ¥ ..s Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dapat dibentuk 1 (satu)
a:au lebih Cabang Dinas Pekerjean Umum Pengairan Daerah.

(2). Pembentukan Cabang Dinas Pekefjaan Umum Pengairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasar kebutuhan daerah yang bersangkutan dan
memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negen. )

Paragraf Enam
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 24

. 2 Organisasi Dinas Pekerjaan Umun: Pengairan Daerah dapat dibentuk 1
{+-1u) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(2) ¥ mbentukan UPTD sebagaimana dim.ksud ayat (1) berdasarkan kebutuhan
Dii :s Pekerjaan Umum Pengairan Daerah yang bersangkutan dan memenuhi
kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

~
—

Paragraf Tujuh
I"-"~mpok Jabatan Fungsional
Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuharn.

BA
PENGANGKATAT LAM JABATAN
Pa:

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh s usul Bupati.



(2) Kepala Cabang Dinas dan Kepala Un: Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Ko - o Dinas

BAB Y
TATA KERJA
PPasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengairan Umum Pengairan, Unit Pelaksana
Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan
Prinsip Koordinasi bak dalam lingkungen masing-masing maupun antar Satuan
Organisasi sesuai dengan tgas masing-masing

Pasal 28

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang
ditelapkan oleh Bupati.

(2)  <epala Dinas diwajibkan membe.” wn petmjuk, membina, menbimbing
dan menyelesalkan pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang
">erada dalam lingkungan dinasnya

(3) Setisp Pimpinan Organisasi dilingkungan dinas wajib  melaksanakan
Pengawasan Melekat (Waskat),

Puosal 29

Apabila Kepala Dinas lidak dapat menjelankan tugasoya karena berhalangan,
maks Kepala Dinas cspat menunjuk Kepala Sub Bagian atan salah sam Kepala
Seksi yang terbua dan tertinggi pangkstyn untuk mewekili Kepala Dinas dengan
persetujuan Bupati

BAB VI
Ketentuan Penutup
Pasal 30

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peratwran Daerah ini, akan diatur tersendiri
dengan Keputusan Bupali sepanjang mengenal peraturan pelaksanaannya dengan
memperhatikan ketenluan dan pedoman yang berlaku

Pusal 31

Perawran Daerah ini mulai berlaku pada wnggal diundangkan, agar setap orang
mengetahuinya memerintahkan pengundingan Peraturan Daerah ini dengan
pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kat.upaten Aceh Singkil

DITETAPKAN DI ¢ SINGKIL
PADA TANCTAL @ 21 JUNI 2000

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH

Diurdangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor |5 Tahun 2000 Seri D Nomer 2
Pada Tanggal 21 Juni 2000

I X
W R

iy TE | kR
LAY B

g
L - |I

L= |
I r';""i-hi'? {A A

LTIV AN ITASAN, £H

\ : ' I
. el TR T AL

SK GUBA No Peg 821 2/069/99 Tgl 22-7-1599



BS YHLLHVAS dmNEviy 'H

7 SYNIQ SNVEYD

—d

0iEAEy
TErE HEESY LUV taLdn)
S MIC Sl
YHNYSHY T4 LINI
_ —
HiT AN Wi,
1S5 gnS _| 1SS 2SS
— |
NYMIZTHEE | NYYUVHI T
153Fs °ns IS¥ES Ens
NYVETIBd NY UIYONBd 1SYAIO
ISNES a0s | I83EE 9nS
F——— = —
MVVEYHI T
L BV WHN IR ST ISV fa g
—= = = I
NYDONVYNAH NVSMiN NYTVAVYDIdTH NYSMEIN WAN NYSMIN 7
1 ' | _
|
WIIVEET VLY L
ML
OO0 INNL TE ¢ TYDENYL

0007 NOHVYLOL

HOWION

TEONIS HADY NIV NGV HY ATV NYILLVIH Ny iy 1

_||.|| LIEFWEETI

AL AR

NV IV IONINA L
MO NV LY N

_ 1SS 905

_
SINMEL NYYNYONTEd

IS¥ds dns

_ NYNNDNVEAE [SNIS

*BVNIQ V'IVdTA 7

1V MR
_ L AL

SRR
_ {

TNONIS HHOV NALYJNEYH
NYAVONAL 1d VNI
[SVEINVOEO NVNRSOS NYOvVe



